utusan, atau

-akibat  hukum.®

Penyelenggaraan pem pakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung

’Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara), 213.
#Kamus Hukum, 516.

11
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jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tersebut kepada bupati.’
Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 101 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah:
a. Memimpin‘penyelenggaran pemerintahan desa:
Dalam.hal mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa selaku penguasa tunggal
di wilayahnya. dibantu oleh para perangkat desa dalam melaksanakan dan
menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.-Di ‘samping /itu pula,
perangkat desa juga turut menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah.
Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-
batas tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kemauannya sendiri.™
Contohnya dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta
pendapat ‘desa, atau masyarakat dalam rapat desa, khususnya mengenai
urusan yang menyangkut desa serta;urusan yang sangatpenting.
b. Membina kehidupan masyarakat desa.
Sesuai dalam Garis-Garis*Besar Haluan Negara Bab IV tentang
pola umum pelita kedua dikemukakan garis-garis pembangunan pertanian
yaitu usaha untuk mendorong petani agar melaksanakan usahanya lebih

efisien dan hasilnya bertambah yang bertujuan untuk:

YHAW Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 3.
Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan, Cetakan Keempat,
(Jakarta: PT Rianeka Cipta, 1992), 81.
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1) Meningkatkan hasil produksi dan menurunkan biaya produksi
pertanian.

2) Petani berusaha agar lebih menguntungkan, (adanya kredit yang mudah
dan murah).

3) Menaikkan taraf hidup petani,. (usaha agar petani memperoleh
pendapatan#yang lebih tinggi sehinggas petani dapat mencukupi
kebutuhan hidupnya melebihi dari tingkat sebelumnya.

c. Membina perekonomian desa.

Pembinaan perekonomian desa terus diupayakan guna mendorong
pertumbuhan kegiatan perekonomian desa yang sehat dan stabil. Salah satu
upaya pembinaan yaitu dengan mendirikan lembaga-ekonomi seperti
membentuk organisasi KUD (Koperasi Unit Desa), kelompok tani dan
arisan dasa wisma pada setiap RT.** Jadi, dengan pendirian lembaga-
lembaga tersebut diharapkan kepala desa mampu meningkatkan dan
mengangkat perekonomian desa.

d. Memelihara ketentraman dan-ketertiban masyarakat desa.

Dalam_menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat desa.
Kepala desa harus mampu-mendamaikan perselisinan yang terjadi di
masyarakat. Dalam upaya mendamaikan perselisihan masyarakat desa,

kepala desa dibantu oleh lembaga adat desa dan segala perselisihan yang

“Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta:
Erlangga,2011), 148
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telah didamaikan oleh kepala desa bersifat mengikat pihak-pihak yang
berselisih.'?

e. Mewakili desanya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk
kuasa hukumnya.

Dalam mewakili#"urusannya_ di,. ranah hukum, kepala desa
mempunyai‘tapggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang
menimpanya baik ‘di dalam maupun di/luar pengadilan serta dapat
menunjuk "kuasa hukumnya. Permasalahan hukum”yang menimpa kepala
desa harus melalui proses hukum sebagaimanayang telah ditetapkan dalam
perkara atau-kasus tersebut. Dalam posisi ini, dia dapat melakukan tuntutan
dan-dapat pula dituntut.*®

Dari berbagai kewenangan yang disebutkan di atas maka dapat
diketahui bahwa sistem undian dalam penyewaan tanah kas desa
mempunyai relevansi erat dengan kewenangan-. kepala / desa selaku
pemangku tertinggi dalam jajaran perangkat desa.Ini dapat diketahui dari
aturan ‘yang dibuat dan/melekat, dalam| penyelenggaraan sistem undian
dalam penyewaan tanah kas desa dan berimplikasi .terhadap kehidupan
masyarakat desa secara langsung.“Artinya sistem undian dalam penyewaan
tanah kas desa diharapkan mampu untuk membina kehidupan masyarakat

desa khususnya sektor pertanian

2penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 101 huruf e Tahun 1999,
tentang Pemerintah Daerah.
YBayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan, 81.
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B. Kewenangan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Perspektif Figh.

1. Dalam figh istilah kewenangan disebut dengan sulthan. Adapun pengertian
sulthan adalah penguasa, sulthan, raja, dan dalil keterangan.* Sedangkan
pengertian irddah adalah menghendaki.’® Jadi defenisi sulthanul iradah
dalam figh muamalah adalah (kekuasaan.berkehendak). Adapun menurut
Teungku Mubhammad Hasbi Ash Shiddieqy;s. definisi sulthanul iradah

(kekuasaan berkehendak) adalah: *

GAT 5 25 amilss Ssuaal] [l b Sl 35 i35

e 2 v 7

Kebebasan kehendak si aqgid pada asal akad, pada.patijah-natijahnya
dan pada batas kebebasan itu.

2. Prinsip dalam sulthanul iradah ini ada empat macam:
a. Kebebasan si agid dalam mengadakan akad dengan seseorang.
b. Kebebasan mengadakan iltizdm dengan terjadinya persetujuan kedua
belah pihak.
c. Kebebasan. si agid di dalam membuat berbagai macam akad menurut
kehendaknya.
d. Kebebasan si agid dalam membatasi dampak atau pengaruh akad.'’
3. Sulthéanul irddah (kekuasaan.berkehendak) terdiri atas dua bagian:
a. Sulthanul ‘ald syakhshin (sulthan ‘alan nafsi) adalah hak wali terhadap

anak kecil dan hak hadlanah.

“Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 176.

1 Al-Munawwir, Kamus Indonesia-Arab Terlengkap, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif,
2007), 317.

®Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: PT. Pustaka
Rizki Putra,1997), 72.

Y"Teungku Muhammad Hashi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, 72.
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b. Sulthanul ‘ald syai-in muayyanin adalah seperti hak-hak milkiyah, hak
manusia menguasai sesuatu, seperti hak tamalluk dan hak
memanfaatkan sesuatu benda, hak wilayah (perwalian) atas harta.®

4. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah yang
dikutip oleh Wahbah Zzuhaili, kewajiban-kewajiban dan kewenangan-
kewenangar imém ada dua yaitu: **

a. Tugas dan fungsi keagamaan.

1) Menjaga agama adalah menjaga’ dan memelihara hududnya, dan
memberikan sanksi hukum kepada orang-orang yang melakukan
pelanggaran terhadapnya.

2) Melawan musuh adalah memerangi orang yang-memusuhi Islam
setelah terlebih dahulu menyampaikan dakwah hingga ia masuk
Islam atau masuk ke dalam dzimmah supaya Islam bisa ditegakkan
dalam rangka memenangkan Islam atas semua agama.

3) Mengumpulkan fa’i dan sedekah.

Fa’i adalah harta-benda.yang sampai kepada kaum muslimin dari
orang-orang musyrik atau mereka adalah™ faktor yang menjadi
sebab sampainya harta-benda‘itu.

4) Sedekah adalah harta yang diwajibkan atas kaum muslimin
berdasarkan nash seperti zakat dan berdasarkan hasil ijtihad seperti
harta benda yang diwajibkan atas orang-orang kaya ketika baitul

mal sedang kosong, sementara negara membutuhkan dana untuk

¥Teungku Muhammad Hashi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, 122.
®Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu 8, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattam, DKk,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 312.
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mempersiapkan pasukan dan sebagaiannya berupa kemaslahatan
dan kepentingan publik.
Menjalankan syiar-syiar agama seperti adzan, menegakkan

shalat jumat, shalat berjamaah.

b. Tugas dan Fungsi Politik.

1)

2)

3)

4)

Menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban umum Negara
supaya manusia bisa beraktifitas dan melakukan perjalanan dalam
keadaan aman dan terhindar ‘dari-ancaman _bahaya terhadap jiwa
dan harta.

Menjaga dan mempertahankan negara -dari. gangguan musuh
supaya para musuh tidak memiliki celah melakukan pelanggaran
dan pelecehan terhadap kehormatan.

Mengawasi dan mengontrol langsung urusan politik tidak hanya
menyerahkan begitu saja kepada pegawainya /supaya bisa
memberikan perhatian terhadap tugaspengaturan umat dan
pemeliharaan.agama-tidak hanya mengandalkan pemasrahan tugas
itu~kepada orang lain dan sibuk dengan-kenikmatan atau ibadah,
karena orang yang terpercaya terkadang berkhianat dan seorang
penasihat terkadang melakukan manipulasi.

Menegakkan keadilan di antara manusia dengan cara seperti
berikut:

a) Melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum di antara para

pihak yang bertikai dan menyelesaikan persengketaan di
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antara orang-orang yang bersengketa sehingga keadilan bisa

tegak dan tersebar.

b) Menegakkan hudud (hukuman had) supaya batasan dan
larangan-larangan_Allah SWT tidak dilanggar serta hak-hak
para ~hambanya terlindungi dari  tindakan-tindakan
pengrusakan dan penggunaan tanpa hak.

5) /Mengelola ‘harta yaitu menentukan/besaran ‘azz&’ (subsidi tunai)
dan apa yang harus ditunaikan.

6) “Menunjuk pegawai untuk memilih dan mengangkat orang-orang
yang terpercaya, pakar, memiliki kapasitas ‘dan kapabilitas,
kompeten, jujur, dan kredibel di dalam tugas dan-pekerjaan yang
dipasrahkan kepada mereka serta memercayakan dan
memasrahkan urusan-urusan kepada mereka supaya pekerjaan dan
tugas-tugas bisa berjalan dengan rapi.

Dari berbagai keterangan di atas \dapat diketahui bahwa
kewenangan ‘kepala “desa-menurut ‘undang-undang dalam perspektif
figh "dikenal dengan istilah sulthan. Secara-~definisi sulthan berarti
penguasa suatu wilayah:~Lebih dari itu, kewenangan kepala desa
disebut dengan sulthanul iradah (kekuasaan berkehendak). Mengenai
kewenangan kepala desa dalam penyewaan tanah termasuk kategori
Sulthanul ‘al/éd syay’in muayyanin. Menurut definisi Sulthanul ‘ala
syay’in muayyanin. Seperti halnya dengan hak-hak milkiyah, hak

manusia menguasai sesuatu, seperti hak tamalluk dan hak
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memanfaatkan sesuatu benda, hak wilayah (perwalian) atas harta, jadi
kewenangan kepala desa menurut undang-undang yang telah
disebutkan di atas bersifat melekat pada dirinya selama dia menjadi
penguasa dan hal ini sesuai dengan tinjauan figh.
C. Undian dalam Islam.
1. Pengertianaundian dalam Islam.

Kata undian, dalam Undang-Undang ini ialah tiap-tiap kesempatan
yang diadakan oleh-sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi
syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau
benda, yang-akan diberikan kepada peserta-perserta-yang ditunjuk sebagai
pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung
yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.?

Dalam perspektif hukum Islam undian disebut juga dengan nama
qur’ah yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari
keseluruhan~pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut ada kemungkinan
(probahilitas) yang sama/besarnya untuk terpilin. Undian merupakan upaya
yang dapat-menjauhkan unsur keberpihakan dalam-memilih dan dilakukan
dengan melihat maksud yang-beragam dan luas. Di samping itu ada yang
dijadikan sebagai media perjudian dan ada pula yang tujuannya tidak untuk

kegiatan perjudian.”*

2%yndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 1 Tahun 1954 tentang Undian.
'saifudin Shidik, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer, (Jakarta: PT Intimedia
Cipta Nusantara, Cet Ke-1, 2004), 379-380.
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2. Dasar Hukun Undian dalam Islam

Dalam QS. Al-Bagarah (2) ayat 219:

LA.@.A.JJJ«.L:UC_L“)I.._% lW&ﬁQQ‘)M\J&}u
vijmuw_@,g MTJJO,M,_, 56 =6 Jios; Ww,_e\
oy K el T

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar-dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar/dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya™. dan mereka bertanya
kepadamu apa_yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari

keperluan."Demikianlah Allah menerangkan.-ayat-ayat-Nya kepadamu
supaya kamu berfikir.?

Dan QS. Al-Ma’idah ayat 90-91 :

sw & £

oo iy eI 3NTy Gl STy J2ZT L) Tadals il 2
of LR 805 ) g3y 0y 1400 5556 L0070
A 55 5835 3ass piadly AT TLARTT 52T viw st

st Al s 2

Hai orang-orang..yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan
itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan
dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi

22QS. Al-Bagarah (2): 219. Al-Qur’dn Al-Karim dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik
Indonesia.
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itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).?

Menurut Rasyid Ridha dalam kitabnya Tafsir Al-Manar. Vol.ll
yang dikutip olenh Masjfuk Zuhdi bahwa dalil dalil syar’i yang
mengharamkan semua perjudianstermasuk lotere atau undian itu adalah
dalil yang gath idilalahnya artinya dalilyang.sudah pasti petunjuknya atas
keharaman,pérjudian, sehingga tidak/dapat diragukan-lagi.**

Menurut, keterangan;dari/Rasyid Ridha tidak mengharamkan lotre
atau undian berhadiah guna kepentingan .umum™atau Negara, karena
manfaatnya lebih besar dari pada madharatnya: Dan-sebaliknya apabila
lotre atau-undian yang diselenggarakan bukan untuk kepentingan umum
atau Negara , maka dilarang oleh agama, karena madharatnya lebih besar
dari pada manfaatnya.

Menurut Abdurrahman Isa dalam bukunya Abdurrahman Isa, Al-
Muamalah Al-Haditsah Wa Ahkamuha. Yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi
tentang undian_ berhadiah untuk amal itu tidak termasukjudi karena judi
sebagaimana dirumuskan oleh-ulama® syafi’i adalah’antara kedua belah
pihak yang.berhadapan itu masing-masing-ada unsurtntung rugi.?

3. Bentuk-Bentuk Undian Yang Diperbolehkan dalam Islam

Dari kesimpulan diatas dapat difahami bahwa undian berhadiah

diperbolehkan guna kepentingan umum atau Negara karena manfaatnya

lebih besar dari pada madharatnya. Akan tetapi undian berhadiah dapat

2QS. Al-Ma’idah (4): 90-91. Al-Qur’dn Al-Karim dan Terjemahnya. Departemen Agama
Republik Indonesia.

**Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, 146.

®Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, 149.
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berubah menjadi haram apabila di dalamnya mengandung spekulasi antara
madharat dan manfaatnya, untung-rugi, kalah-menang, dan bahayanya
lebih besar dari pada manfaatnya (undian berhadiah diselenggarakan bukan

untuk kepentingan umum atau Negara, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

Menolak mafsadah didahutukan daripada meraih maslahat.”®

Adapun persyaratan kemaslahatannya sebagai berikut :

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan magéshid al-syar yyah,
semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil gazk’i baik wurdd maupun
dalalahnya.

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak
meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan
mudarat:

c. “Kemaslahatan itu ymembawa kemudahan dan bukan mendatangkan
kesulitan yang di luar batas, dalam arti-kemaslahatan itu bisa
dilaksanakan.?”

D. Sewa-Menyewa
1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Figh Muamalah
Dalam tinjauan hukum Islam terutama di bidang muamalah, kasus

sewa-menyewa dikenal dengan istilah ijarah, atau disebut juga dengan

%A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 29.
%A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, 29.
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akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.?®

Menurut Ash- Shiddieqy pengertian sewa-menyewa adalah

b

Akadyang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya
memiliki manfaat dengan iwadl, sama dengan menjual manfaat.

Sewa.menurut Hanafiyah merupakan akad untuk memperbolehkan
pemilikan ‘manfaat yang diketahui dan disengaja dari ‘'suatu zat yang
disewakan dengan imbalan.

Menurut Malikiyah merupakan nama bagi akad-akad untuk
kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat
dipindahkan.?

Sedangkan menurut Prof Wahbah Zuhali ijarah merupakan bagian
dari Al- ‘Ugudal- Mussammah yaitu akad yang telah disebutkan namanya
dan diatur.oleh Allah, seperti jual beli, ijarah syirkah, kafalah dan hibah.
Akad ini diterapkan-atasnya semua.kaidah=Kaidah umum dan khusus.*

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa ijarah

adalah menukar sesuatu yang ada manfaatnya dengan ada imbalannya

*!kamus Istilah keuangan dan Perbankan Syariah. Bank Indonesia. Direktorat Perbakan Syariah,
2006, 27

»Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: RajaWali Pres, 2010), 114.

$%Wahbah Zuhaili. Figih Islam Wa Adillatuhu 5, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattam, DKK,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 385.
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(sewa-menyewa) dan proses sewa-menyewa terjadi pada dua orang
pelaku, mu jir dan musta ’jir .

Adapun inti dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah
untuk pertanian dan disebutkan pula jenis yang ditanamnya, apabila
tujuannya tidak dijelaskan, makawijarah, menjadi fasid. Hal ini karena
manfaat daritanah berbeda-beda, sesuai dengan. perbedaan bangunan,
tanaman’ dan_jenisnya.* Hal ini sebagaimana didukunhg dari pendapat
beberapa ulama diantaranya :

2. Rukun Sewa-Menyewa dalam Figh Muamalah:

Menurut Alaudin Al-K&sani dalam kitabnya Baddi’ Ash-Shandi’ fi
Tartib Asy-Syarai, Juz 4, yang dikutip oleh Ahmad Wardi-Muslich, rukun
sewa-menyewa dalam figh muamalah.

a. Pihak yang menyewakan ‘aqid yaitu mu jir, dan orang yang menyewa
musta jir.

b. 'Shighat,yaitu ijab dan gabul

c. ‘Ujrah (uang sewa atau upah)

d. Manfaat-baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan
tenaga dari orang yang-bekerja:2

3. Dasar Hukum Sewa-Menyewa dalam Figh Muamalah.
Dasar hukum sewa-menyewa dalam Al-Qur’dn :

a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6 :

! Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Cetakan pertama Juli, Jakarta: AMZAH, 2010), 332.
%2 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, 321.
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Tempatkanlah mereka-(para steri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan._janganlah, kamusmenyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah _ditalaq) itu.sedang hamil;” maka" berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian'jika.mereka menyusukan
(anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala’sesuatu) dengan baik dan
jika-kamu-menemui kesulitan Maka perempuan_lain-boleh menyusukan
(anak itu) untuknya.®

. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 :

P

s 20 P

6,Al Emenll o 7 L) );3.?;.“\&_»[_: Lpbs) cds

e
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:"Ya bapakku ambillah ia
sebagal orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang

yang paling baik ,yang kamu ambil-untuk-bekerja /(pada kita) ialah
orang yang Kuat lagi-dapat dipercaya’" >

C. Dasar Hukum-ljarah dalam Al Hadist.:

43 531 2o Yughel g e Al Lo Al J3y J6: J6 | 32d o e 22

33QS. Ath-Thalaq (65): 6. Al-Qur’dn Al-Karim dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik

Indonesia.

*QS. Al-Qashash (28): 26. Al-Qur’dn Al-Karim dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik

Indonesia.
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Dari Abdillah bin umar berkata: rasululah SAW bersabda:

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
(Riwayat Ibnu Majah).*

d. Landasan ijma’-nya~ialah semua.umat bersepakat, tidak ada seorang
ulama“pun”yang membantah. kesepakatans(ijma’) ini, sekalipun ada
beberapa.orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu
tidak dianggap:*"

4, Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku Figih Islam Wa Adillatuhu Juz 4,
berakhirnya-akad ijarah : %

a.”Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut
pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah
satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah.
Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti
halnyajual\beli. Dimana musta jir memiliki.manfaat atas barang yang
disewa dengan sekaligus-sebagai_hak milik yang tetap, sehingga bisa
berpindah.kepada ahli waris.

b. lgalah, yaitu pembatalan-oleh"kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah
adalah mu’awadhah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga

memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (igalah) seperti halnya

jual beli.

**Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Riyadh: Maktabah Maarif
Linnats Wat-Tauri, 2000), 287.

*®Al-Munawwir. Kamus Indonesia-Arab Terlengkap. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. 2007.
$"Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 117.

%8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, 334.
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c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin
untuk diteruskan.
d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah

untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum

bisa dipanen. ap belum selesai.




